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ABSTRAK 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan Lembaga 

yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain 

kepada saksi dan atau korban. Salah satu kewenanganya yaitu  sebagai fasilitator 

dalam pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Kompensasi merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab negara yang merupakan implikasi dari pengakuan 

negara atas ketidakmampuanya dalam melindungi warga negaranya. Mekanisme 

pemberian kompensasi dibagi menjadi dua yakni melalui putusan pengadilan atau 

tanpa melalui putusan pengadilan yang diperuntukkan hanya untuk Korban 

Terorisme Masa Lalu(KTML). Namun ditemukan kendala-kendala sehingga LPSK 

belum optimal dalam melaksanakan wewenangnya sebagai fasilitator dalam 

pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Tujuan penelitian ini ialah untuk 

mengetahui implementasi peran LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi 

terhadap korban terorisme dan untuk mengetahui kendala-kendala LPSK sebagai 

fasilitator pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Metode penelitian 

yang digunakan adalah yuridis normative dengan melalui pendekatan undang – 

undang (statute approach) yakni UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi Korban 

dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data 

didalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa LPSK belum optimal dalam menjalankan 

wewenangnya sebagai fasilitator pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. 

LPSK mempunyai terobosan mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban 

terorisme yang disebut “Pro Aktif” yakni dengan sistem menjemput saksi dan 

korban.  
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ABSTRACT 

 

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is a body tasked with 

protecting witnesses and/or victims and securing their legal rights. His ability to 

facilitate the payment of compensation to terrorist victims is one of his abilities. As 

a result of the state's admission that it cannot adequately safeguard its inhabitants, 

compensation is a type of state accountability. There are two options for the 

compensation mechanism: a court ruling or an alternative option that is exclusively 

available to past terrorism victims (KTML). However, challenges were discovered, 

making it difficult for the LPSK to fulfill its mandate as a facilitator of giving 

compensation to terrorism victims. The goal of this research is to determine how 

the LPSK's role in enabling the payment of compensation to victims of terrorism is 

being carried out and to determine the limitations of the LPSK in this capacity. The 

study methodology employed is normative juridical, using both a conceptual 

approach and a legislative approach—namely, the Terrorism Law and the Victim 

Witness Protection Law. In this study, information was gathered through library 

research. Based on the study's findings, it was determined that the LPSK had not 

been effective in carrying out its responsibility as a facilitator for providing 

compensation to victims of terrorism. LPSK had developed a ground-breaking 

mechanism for doing so called "Pro Active," which involved gathering witnesses 

and victims. 
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